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TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
Bersama ini disampaikan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana, dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Tatacara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.

Selanjutnya diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut : 

1. Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional Perencana, yang selanjutnya disebut tunjangan fungsional Perencana adalam Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Perencana, dengan surat keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Besarnya tunjangan fungsional Perencana terhitung mulai bulan Januari 2003 adalah sebagai berikut :  

	No.
	Jabatan
	Besar Tunjangan Per Bulan

	1
	Perencana Utama
	Rp.
  1.118.000,00

	2
	Perencana Madya
	Rp.
     995.500,00

	3
	Perencana Muda
	Rp.
     600.000,00

	4
	Perencana Pertama
	Rp.
     240.000,00


3. Pemberian tunjangan Perencana ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang dan pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan keputusan pemberian tunjangan Perencana. Dalam surat keputusan pemberian tunjangan Perencana harus dicantumkan besarnya tunjangan yang bersangkutan.


Asli surat keputusan pemberian tunjangan fungsional Perencana disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya kepada :

a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;

b. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;

c. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan ;

d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara / Kepala Biro / Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daeran yang bersangkutan ;

e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan ;

f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

4. Pembayaran tunjangan jabatan fungsional Perencana :

a. Tunjangan fungsional Perencana diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Pejabat yang berwenang.

b. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), tunjangan Perencana dibayarkan pada bulan yang bersangkutan / bulan berjalan.

c. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila bertepatan dengan hari libur, sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, pemberian tunjangan fungsional Perencana dibayar mulai bulan itu juga.

5. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 1 Januari 2003 masih menduduki jabatan fungsional Perencana, pembayaran tunjangan fungsional Perencana dilakukan berdasarkan  Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPTMJ) dari Pejabat yang berwenang.

6. Untuk kelancaran pembayaran tunjangan fungsional Perencana, maka setiap permulaan tahun anggaran  pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) bagi pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

7. Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat yang lain dalam lingkungannya untuk membuat SPMT, SPTMJ atay SPMM sebagaimana dimaksud pada angka 4,5 dan6.

8. Asli SPMT/SPTMJ/SPMMJ sebagaimana dimaksud pada angka 6, 5 dan 6 disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara / Kepala Biro / Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada :

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;

b. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan ;

c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan ;

e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

9. Permintaan pembayaran tunjangan Perencara diajukan oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji (PDG) bersama-sama dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara / Kepala Biro / Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan melampirkan surat keputusan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5 dan6.

10. Pembayaran tunjangan Perencana dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :

a. Dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Perencana ;

b. Diberhentikan dari jabatan fungsional Perencana ;

c. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

d. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.

11. Tunjangan Perencana dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan sementara karena menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan ke-4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak dibebaskan dari jabatannya, tetapi tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan).

Gaji dan tunjangan jabatannya dibayarkan kembalibulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya.

Umpamanya :

Seorang Perencana pada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke-4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2003 sampai dengan 25 Januari 2004. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 26 Januari 2004.

Dalam hal yang demikian :

a. Dihentikan pembayaran gaji dan tunjangan Perencana untuk bulan Desember 2003 dan Januari 2004.

b. Diberikan kembali gaji dan tunjangan Perencana untuk bulan Pebruari 2004 dan seterusnya.

Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka tunjangan dibayarkan setelah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dalam jabatan fungsional  Perencana serta dinyatakan melaksanakan tugas.

12. Pejabat fungsional Pejabat fungsional Perencana yang diberhentikan dari jabatannya, umpamanya bepergian ke luar negeri, tugas belajar untuk jangka waktu 6  (enam) bulan atau lebih, tunjangan fungsional Perencana dihentikan terhitung mulai bulan ke-tujuh. Tunjangan Perencana dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan fungsional Perencana dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

Umpamanya :

Seorang Perencana ditugaskan mengikuti tugas belajar mulai tanggal 15 Nopember 2003 sampai dengan 15 Januari 2005, Perencana tersebut dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 26 Januari 2005. Dalam hal demikian :

a. Tunjangan Perencana untuk bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Mei 2004 tetap dibayarkan.

b. Tunjangan Perencana dihentikan terhitung mulai bulan Juni 2004 sampai Januari 2005.

c. Tunjangan Perencana dibayarkan kembali mulai bulan Pebruari 2005 dan seterusnya, apabila telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional Perencana dan Surat pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali telah diterima oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara / Kepala Biro / Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

13. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian /pembebasan sementara dari jabatan dan pemberian surat izin cuti di luar tanggungan negara /cuti besar, serta surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan atau asli surat izin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya kepada :

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;

b. Pimpinan instansi yang bersangkutan ;

c. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan ;

d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara / Kepala Biro / Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daeran yang bersangkutan ;

e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan ;

f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

14. Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Perencana yang ditetapkan sebelum dikeluarkannya Surat Edaran ini, dinyatakan tetap berlaku.

Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Anggaran diminta untuk mengawasi pelaksanaan surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Ttd

ANSHARI RITONGA

NIP. 060027032

Tembusan  :

1. Menteri Keuangan ;

2. Menteri Negar Pendayagunaan Aparatur Negara ;

3. Kepala Badan Kepegawaian negara ;

4. Sekretaris Meneg PPN / Sekut Bappenas ;

5. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Anggaran.

